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RINGKASAN 

 

 

Pelaksanaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui 

Samsat Keliling Di Alun-alun Kabupaten Jember; Eric Maulana Reformadias; 

170910201061; 2023; 111 halaman; Program Studi Ilmu Administarsi Negara; 

Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas 

Jember. 

  

Berkembangnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jember 

berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, 

realitanya pada tahun 2019 tingkat pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Jember hanya mencapai 56,58%. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak ini maka diperlukan suatu langkah mudah untuk membayar pajak salah 

satunya yaitu layanan SAMSAT Keliling. Samsat Keliling merupakan sebuah 

layanan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) tahunan, pembayaran 

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta 

pengesahasan STNK per tahun dengan cara berkeliling pada titik lokasi yang sudah 

ditentukan menggunakan sebuah mobil. Dijelaskan bahwa, wajib pajak yang datang 

per minggunya di titik Alun-alun rata-rata 150- 180 orang, Tempurejo rata-rata 90-

100 orang, di titik Gumukmas rata – rata 50 orang, di titik Jenggawah rata-rata 30-

40 orang, dan di titik Pasar Tanjung rata-rata 10-15 orang. Sehingga dapat diketahui 

bahwa samsat keliling yang berlokasi di Alun – alun Kabupaten Jember jauh lebih 

banyak didatangi oleh para wajib pajak. Penelitian ini mendeskripsikan dan 

menjelaskan Implementasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

melalui Samsat Keliling di Alun-alun Kabupaten Jember.  

  

Penelitian ini menganalisis tentang pelayanan dari samsat keliling di alun-

alun kabupaten Jember berdasarkan UU No.25 tahun 2009 tentang Standar 

Pelayanan Publik. Adapun standar pelayanan publik tersebut meliputi: (1) dasar 

hukum yaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, (2) persyaratan 

yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik 

persyaratan teknis maupun administratif, (3) sistem, mekanisme dan prosedur 

yaitu tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan, (4) jangka waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan, (5) biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat, (6) produk pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, (7) sarana, prasarana, dan / atau 

fasilitas yaitu peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan, (8) 

kompetensi pelaksanaan yaitu yemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 
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meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman, (9) pengawasan 

internal yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan 

langsung pelaksana, (10) penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata 

cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut, (11) jumlah pelaksana 

yaitu tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya, (12) jaminan 

pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 

standar pelayanan, (13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 

bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko 

keragu-raguan dan, (14) evaluasi kinerja pelaksana yaitu  penilaian untuk 

mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.    

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data menggunakan metode uji kredibilitas 

data menggunakan teknik triangulasi. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan samsat 

keliling di alun-alun kabupaten Jember sudah sesuai dengan UU no 25 tahun 2009 

tentang standar pelayan publik. Samsat merupakan bentuk kerjasama dari tiga 

lembaga yang berisikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi 

pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor (Ranmor), 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak 

Provinsi, dan Jasa Raharja yang melaksanakan pemungutan Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam menyelenggarakan 

Samsat. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas wilayah 

pelayanannya, samsat mempunyai unit pembantu salah satunya yaitu samsat 

keliling. Samsat Keliling merupakan layanan unit pembantu dari Samsat yang 

menggunakan metode jemput bola, dimana layanan ini menyediakan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor di luar kantor samsat dengan menyebar menggunakan 

mobil samsat keliling ke beberapa titik lokasi dan jam operasional yang sudah 

dijadwalkan. Untuk jadwal samsat keliling Alun-alun perminggunya memliki 

jadwal pagi dan malam yaitu pukul 08.00 – 11.00 pada hari Jumat dan pukul 19.00 

– 20.30 pada hari Senin sampai Jumat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

samsat keliling alun-alun Kabupaten Jember tergolong produktif dan fleksibel 

disebabkan jadwal dari samsat keliling alun-alun Kabupaten Jember yang padat 

perminggunya yaitu di hari jumat pagi beroperasi pukul 08.00 sampai jam 11.00 

dan pada malam harinya beroperasi mulai hari senin sampai jumat pada pukul 

19.00 sampai 20.30. 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Administrasi publik merupakan sebuah llmu sosial yang mempelajari 

tentang sistem tata negara serta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

dunia publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen 

publik, maupun pelayanan publik. Namun jika dilihat secara fokus pelaksanaan, 

administrasi publik lebih difokuskan pada kegiatan manajemen publik sebagai 

bagian dari penyelenggara kebijakan publik. Administrasi publik lebih terfokus 

pada kegiatan berbasis manajemen pelayanan publik beserta penyedia 

fasilitasfasilitas publik. Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan pelayanan sebagai 

aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu 

berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Undang-Undang No 

25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik 

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang–undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan yang terfokus pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai penerima dari pelayanan tersebut. 

Negara mempunyai tugas penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang 

lebih baik lagi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang prima dan mampu 

memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan administratif.          

Definisi pelayanan publik menurut Sinambela, dkk (2011:5) adalah 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetepkan. Pelayanan publik ditujukan guna memenuhi segala kebutuhan 

yang diinginkan oleh masyarakat, karena pada hakikatnya pemerintah merupakan 

abdi masyarakat. Pelayanan publik adalah sebuah usaha pemerintah dalam 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan pada masyarakat. Bentuk pelayanan yang 

diberikan haruslah baik serta sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat 

karena dari situlah masyarakat dapat menjadikan kualitas dari pelayanan tersebut 

sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah instansi pemerintah.  

Dalam suatu negara memerlukan biaya yang cukup banyak jumlahnya untuk 

memenuhi segala kepentingan negara seperti pemberian fasilitas serta pelayanan 

kepada rakyatnya. Pajak memegang peranan yang penting dalam kehidupan 

bernegara karena menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang 

digunakan untuk belanja kebutuhan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 yang membahas mengenai Keuangan Negara disebutkan bahwa 

pendapatan negara merupakan semua penerimaan atau pemasukan yang 

berasumber dari penerimaan hibah, penerimaan perpajakan serta penerimaan bukan 

pajak baik dari dalam maupun luar negeri.   

Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi kepada kas negara yang berasal 

dari iuran masyarakat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan, peraturan, dan undang-undang perpajakan 

yang dipergunakan untuk membayar keperluan umum negara. Pajak selain dapat 

digunakan untuk biaya belanja negara dan pemerintahan juga dapat dipergunakan 

untuk biaya kepentingan umum yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat 

seperti melengkapi fasilitas umum.   

Pemerintah pusat telah memberi hak, wewenangan, dan kewajiban kepada 

setiap daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri perekomiannya melalui 

pemerintah daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan bagi daerah yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan 

pemerintahan daerah. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa terdapat lima kategori pajak provinsi yang terdiri dari: pajak 

rokok, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak 

kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.  
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Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, Kontribusi pajak 

terbesar adalah pajak kendaraan bermotor, hal ini terlihat dari peningkatan setiap 

tahun pemilik kendaraan bermotor secara terus-menerus. Namun demikian tidak 

berbanding lurus dengan penerimaan pajak, hal ini terbukti khususnya di Provinsi 

Jawa Timur hingga September 2019 tercatat lebih dari Rp 374 miliar nilai pajak 

yang belum terbayar atau sebanyak 1,9 juta pemilik kendaraan bermotor baik roda 

empat dan roda dua belum membayar pajak kendaraan bermotor di tahun ini 

(Kompas.com). Mengingat banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan 

kewajibannya yang menimbulkan tingginya nilai pajak yang belum terbayar maka 

perlu adanya upaya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.   

Proses pengurusan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini 

dapat dilakukan dengan mendatangi kantor SAMSAT (Sistem Administrasi 

Manunggal di Bawah Satu Atap) yang melayani pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. SAMSAT terbentuk karena Keputusan Bersama Menhamkam/Pangab, 

Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. KEP/13/XII/1976. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Pemda, Komando Daerah Kepolisian, 

dan Aparat Depkeu dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan 

pendapatan asli daerah. SAMSAT memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, 

kejelasan, dan kepastian pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor 

untuk memenuhi kewajibannya di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ). Kantor Bersama SAMSAT Jember adalah perwakilan Kantor 

SAMSAT di Kabupaten Jember yang merupakan tempat para wajib pajak 

kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Dalam 

beberapa tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jember semakin 

meningkat sehingga realisasi pajak kendaraan bermotor juga mengalami 

peningkatan. Sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi 
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Kabupaten Jember, dimana Kabupaten Jember mengalami peningkatan pengguna 

kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).  

 

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jember  

Tahun  Roda 2 (dua)  Roda 4 (empat)  

2015   667.176   67.035   

2016   711.586   70.641   

2017   752.256   75.703   

2018  787.131  81.345  

Sumber: Badan Pusat Satistik Kabupaten Jember  

  

Data tersebut menjelaskan bahwa kendaraan roda 2 (dua) yang dimaksud 

adalah sepeda motor sedangkan kendaraan roda 4 (empat) yang dimaksud terdiri 

dari: jeep, sedan, colt station, truck, colt pick up, bus, dan ambulance. Seiring 

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi juga meningkat. Hal ini juga akan 

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap 

tahunnya. Sehingga potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga 

semakin meningkat.   

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang 

memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Diketahui 

bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten 

Jember tidak dapat mencapai target pajak kendaraan bermotor dari bagi hasil pajak 

Provinsi kepada Kabupaten. Sebagaimana data yang peneliti peroleh berikut:  

Tabel 1.2 Jumlah realisasi wajib pajak per November 2019 

Jumlah 

Kendaraan  

Jumlah Kendaraan yang 

Membayar Pajak  

Selisih  %  

400.637  227.790  172.847  56,85  

Sumber : SAMSAT Kabupaten Jember 2019  
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa banyaknya kendaraan yang 

terdaftar tidak selalu sama dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak 

kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, 

salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan 

wajib pajak memainkan peran penting dalam mencapai target penerimaan pajak, 

karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga 

akan meningkat. Berkembangnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jember 

berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Meski 

demikian, diharapkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib 

pajak dapat meningkat sesuai dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 

yang dibeli. Namun, realitanya pada tahun 2019 tingkat pembayaran wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Jember hanya mencapai 56,58%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Jember belum optimal, dan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini maka diperlukan suatu langkah 

mudah untuk membayar pajak salah satunya yaitu layanan SAMSAT Keliling. 

Samsat Keliling merupakan sebuah layanan pembayaran PKB (Pajak 

Kendaraan Bermotor) tahunan, pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta pengesahasan STNK per tahun dengan cara 

berkeliling pada titik lokasi yang sudah ditentukan menggunakan sebuah mobil. 

Titik lokasi yang didatangi oleh layanan Samsat Keliling ini biasanya berada pada 

daerah per-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember maupun daerah pusat 

keramaian kota seperti Alun-alun kota, daerah kampus, Johar Plaza, dan daerah 

ramai lainnya. Layanan ini dibuat agar mudah terjangkau oleh masyarakat dan tidak 

perlu lagi untuk datang lalu antri berlama-lama di kantor pusat dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya Samsat Keliling ini 

pembayaran pajak lebih efektif dan efisien.   

Berdasarkan observasi awal penelitian, diketahui bahwa adanya samsat 

keliling ini meningkatkan jumlah pembayar wajib pajak di Kabupaten Jember. Hal 

ini dikarenakan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dengan mudah mengakses 
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layanan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor samsat yang berada jauh 

dari tempat tinggalnya, selain itu, dengan adanya Samsat keliling ini juga 

membantu dalam penyebaran informasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor 

tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang harus dilakukan. Dan 

adanya Samsat keliling yang dilakukan di berbagai tempat dan waktu tertentu ini 

juga memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam mengatur waktu untuk 

melakukan pembayaran pajak.  

Dijelaskan juga bahwa, wajib pajak yang datang per minggunya di titik 

Alun-alun rata-rata 150- 180 orang, Tempurejo rata-rata 90-100 orang, di titik 

Gumukmas rata – rata 50 orang, di titik Jenggawah rata-rata 30-40 orang, dan di 

titik Pasar Tanjung rata-rata 10-15 orang.  Sehingga dapat diketahui bahwa samsat 

keliling yang berlokasi di Alun – alun Kabupaten Jember jauh lebih banyak 

didatangi oleh para wajib pajak. Berdasarkan latar belakang mengenai banyaknya 

wajib bayar pajak yang berada di wilayah alun-alun dari pada di wilayah lain 

tersebut, peneliti tartarik untuk melakukan penelitian mengenai layanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Keliling di Alun - alun 

Kabupaten Jember.   

  

1.2  Rumusan Masalah   

Pada hakikatnya tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang dapat 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan peneliti ataupun untuk memecahkan/menemukan solusi dari 

masalah yang tengah muncul. Oleh sebab itu, sebagai langkah pertama perlu 

dipahami makna sebenarnya dari masalah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2012) masalah merupakan suatu hal yang perlu diselesaikan dan harus 

dicari jalan keluarnya. Masalah dapat digambarkan sebagai perasaan ingin tahu, 

bingung, dan kegundahan karena kurangnya kejelasan tentang apa yang sedang 

terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah tersebut muncul 

dan memicu rasa keingintahuan peneliti tentang solusi dari masalah tersebut.   
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Berdasarkan pengertian tentang definisi masalah diatas serta dipadukan 

dengan latar belakang yang dibuat oleh peneliti, maka muncul suatu rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 

SAMSAT Keliling di Alun – alun Kabupaten Jember?”   

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam 

melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah 

yang ada di dalam penelitian. Peneliti dapat menentukan tujuan penelitian yang 

akan dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

melalui SAMSAT Keliling di Alun - alun Kabupaten Jember.    

1.4  Manfaat Penelitian  

Sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab sebuah 

masalah penelitian, dan jika jawaban dari masalah tersebut telah tercapai, maka 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun untuk umum. 

Berkaitan dengan hal tersebut secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu dibidang administrasi, dan utamanya untuk kualitas pelayanan 

publik yang lebih baik kedepannya. Dan juga secara praktisi dapat menjadi 

wawasan ilmu yang bermanfaat bagi lembaga dan juga masyarakat umum yang 

berkaitan dengan penelitian ini mengenai layanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor melalui SAMSAT Keliling di Alun - alun Kabupaten Jember.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh 

peneliti. Tinjuan pustaka merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam 

penelitian. Tinjauan pustaka mencakup teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, 

serta kerangka berfikir peneliti yang menjadi dasar dari penelitian ini. Teori dan 

konsep akan menjadi dasar pedoman yang ada dalam tinjauan pustaka. Teori dan 

konsep yang dipilih peneliti akan menjadi dasar yang akan digunakan untuk 

menjelaskan berbagai fenomena yang akan diteliti. Sehingga, tinjauan pustaka ini 

dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan penelitian yang 

akan bertumpu dari berbagai teori dan konsep.  

Menurut Sugiyono (2017:55) teori adalah sekumpulan konsep, asumsi, dan 

generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

perilaku yang memiliki keteraturan sebagai stimulan dan panduan untuk 

mengembangkan pengetahuan. Teori yang terdiri dari berbagai konsep-konsep 

yang saling berkaitan dengan satu sama lain, maka konsep yang dipakai harus jelas. 

Silalahi (2009:112) menyebutkan bahwa konsep merupakan sebuah abstraksi 

mengenai fenomena sosial yang dirumuskan secara generalisasi dari sejumlah 

karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Sehingga, konsep 

suatu hal yang penting dan dasar dalam sebuah penelitian. Selain itu, terdapat 

kerangka berfikir di dalamnya yang digunakan untuk memudahkan peneliti dan 

menyederhanakan pemikiran dari suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah 

penelitian.  

  Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep-konsep yang akan digunakan 

peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang adalah sebagai berikut:  

1. Administrasi Publik  

2. Pelayanan Publik  
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3. Penelitian Terdahulu 

4. Kerangka Berpikir 

  

2.1  Konsep Administrasi Publik  

2.1.1  Definisi Administrasi Publik  

 Administrasi publik terdiri dari 2 suku kata yaitu, administrasi dan publik.  

Secara etimologi kata administrasi berasal dari kata “ad” dan “ministrare” yang 

memiliki arti melaksanakan, menerapkan, dan mengendalikan. Menurut Pasolong 

(2019:3) Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, 

efisien, dan rasional. Administrasi publik menurut Caiden dalam Mindarti (2016:4) 

merupakan seluruh kegiatan adminsitrasi untuk segenap urusan publik. Sedangkan 

Dwight Waldo dalam Syafiie (2020:25) menyampaikan bahwa administrasi publik 

adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna 

mencapai tujuan pemerintah. Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2019:3) 

administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, 

dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Mereka menjelaskan 

bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur 

public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, 

administrasi publik juga bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik 

melalaui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, 

sumberdaya manusia dan keuangan.  

Maksudi (2018:225) menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan 

sebagai bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan respon atau daya tanggap dengan melalui penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan barangbarang yang menjadi 

kebutuhan masyarakat dengan membentuk lembaga pemerintah yang efektif dan 

efisien. Menurut Keban (2014:6) Administrasi Publik merupakan what governmant 
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does (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung 

sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi 

kepentingan publik, dan sebagai kegiatan dilakukan secara kolektif karena tidak 

dapat dikerjakan secara individu. Kedua penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

administrasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan secara kelompok tidak 

dapat dilakukan secara individu tetapi administrasi publik merupakan kegiatan 

hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai tujuan terutama dalam 

pelayanan publik.  

  

2.1.2  Paradigma Administrasi Publik  

 Perkembangan Paradigma dalam Administrasi Publik menurut Cheema 

dalam Keban (2014:37) menjelaskan bahwa fase administrasi publik terdapat empat 

perkembangan paradigma yaitu traditional public administration, public 

management, new public management, dan governance. Kemudian, menurut 

Denhardt dan Denhardt dalam Syafri (2012:192) menyatakan perkembangan 

paradigma terdapat tiga yaitu Old Public Administration (OPA), New Public 

Management (NPM), dan New Public Service (NPS) sebagai berikut.  

1. Paradigma Old Public Administration (OPA)  

Menurut Khun (dalam Maksudi,2018, hal.255) menjelaskam bahwa 

perkembangan paradigma ini merupakan pertanda kedewasaan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, pada organisasi publik ini beroperasi 

dengan efisien sebagai sistem yang tertutup sehingga keterlibatan 

warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Selain itu, paradigma ini 

berpandangan bahwa kepentingan publik harus dijelaskan dan 

diekspresikan dalam aturan hukum. Sehingga, pemerintah memiliki 

peran yang penting di dalamnya, yang menganggap bahwa dirinya 

sebagai institusi yang mengetahui, serta mempunyai kemampuan 

dalam memecahkan suatu permasalahan publik.   
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Pada paradigma Old Public Administration (OPA) ini dapat 

dipahami bahwa administrasi negara menekankan pada prinsip 

paradigma administration of public yang cenderung pemerintah 

menekankan kekuasaan, pemaksaan, dan pemusatan. Hal ini 

pemerintah menjadi agen tunggal yang berkuasa aktif dan berinisiatif 

mengatur masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diperlakukan 

sebagai pihak pasif, yang kurang mampu dan harus tunduk untuk 

menerima apa saja yang diputuskan pemerintah.  

2. Paradigma New Public Management (NPM)  

Paradigma administrasi publik baru atau New Publik Management 

(NPM) yang muncul karena dampak kurang efektif paradigma 

administrasi sebelumnya dalam pemecahan masalah dan memberikan 

pelayanan publik termasuk dengan membangun warga masyarakat. 

Tokoh dalam paradigma ini yaitu Christopher Hood yang menyatakan 

bahwa organisasi publik terletak dalam suatu lingkungan yang dinamis 

dan cepat berusaha di suatu lingkungan. Oleh karena itu, paradigma ini 

muncul pada tahun 1960-an dan berkembang pada awal 1970-an 

dengan hasil dari perdebatan tentang status administrasi publik. Hal ini 

terjadi karena adanya kemerosotan dalam menjalankan peran dan 

fungsinya. Selain itu,adanya keluhan dari sektor publik yang 

inefisiensi, serta terlalu besar, boros dan kinerja pelayanan publk 

rendah, praktik dan perilaku dalam pengelolaan pelayanan publik yang 

menyimpang serta kurangnya perhatian dari pemerintah.   

New Public Management (NPM) ini menekankan pada nilai-nilai 

dan praktik administrasi bisnis yang diterapkan dalam administrasi 

publik. Selain itu, New Public Management (NPM) juga berkehendak 

untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas 

sehingga New Public Management ini kurang memperhatikan keadilan 

sosial. Hal ini, pada pengelolaan pelayanan publik diserahkan kepada 

pihak swasta dengan satu sisi dapat meningkatkan kinerja pelayanan 
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publik, namun canderung dinikmati oleh orangorang yang membayar 

(Syafri, 2012, hal.195).  

 

3. Paradigma New Public Service (NPS)  

Paradigma ini dipelopori oleh Denhardt dan denhardt dalam 

bukunya The New Public Service:Servibg, Not Steering (2003). 

Menurut Maksudi (2018, hal.304) menjelaskan bahwa perspektif New 

Public Service (NPS) menghendaki peran administrator publik untuk 

melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk 

melayani masyarakat. Oleh karena itu, paradigma ini memberikan 

ruang kepada masyaarakat sebagai warga negara dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini membawa upaya 

demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat 

merupakan tugas bagi adminisrator publik sekaligus fasilitator untuk 

kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. 

Selain itu, masyarakat sebagai warga negara dipandang sebagai 

customers yang perlu dilayani dengan standar tertentu, namun lebih 

dari itu, warga negara adalah pemilik pemerintah yang memberikan 

pelayanan tersebut.   

Pada pendekatan New Public Service (NPS) ini, Administrasi Publik 

tidak dapat dijalankan seperti perusahaan swasta yang ada dalam NPM 

karena Administrasi Negara mampu untuk mencipatakan dengan 

memperhatikan kepentingan dan  nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

Oleh karena itu, NPS ini dengan diterapkannya pada keadilan sosial 

yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap 

aktivitas proses kebijakan publik. New Public Service (NPS) dapat 

disimpulkan yaitu merubah peran warga negara dan pemerintah untuk 

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, pemerintah seharusnya memusatkan perhatian dan tanggung 

jawab untuk melayani dan memberdayakan warga Negara 
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(maksudi,2018, hal.304). Sehingga, dalam perspektif ini 

mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam 

konteks governance. Pada paradigma ini dilakukan untuk upaya 

menciptakan pemerintah yang baik (good governance).  

Keterkaitannya dalam penelitian ini, pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor melalui layanan Samsat Keliling termasuk dalam paradigma 

New Public Management (NPM). Dimana paradigma New Public Management 

(NPM) menekankan pada pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif, 

dengan fokus pada penggunaan prinsip-prinsip manajemen swasta. Salah satu 

karakteristik NPM adalah adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan publik, 

termasuk pengelolaan pajak. Dalam NPM, pemerintah mengadopsi praktikpraktik 

manajemen swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

Salah satu praktik yang diadopsi adalah layanan berbasis teknologi dan inovasi, 

seperti layanan Samsat Keliling yang memungkinkan masyarakat untuk membayar 

pajak kendaraan dengan lebih mudah dan cepat.  

 

2.2  Pelayanan Publik  

2.2.2  Definisi Pelayanan  

 Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 

pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh 

individu maupun organisasi. karena dari bentuk pelayanan yang diberikan 

tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Pelayanan 

pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan 

organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan 

dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.  

 Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas yang 

diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau 
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jasa dari satu pihak ke pihak lain. Sementara, Kotler dalam Sinambela (2011:4) 

mendeskripsikannya tiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan 

pelayanan tidak hanya dilihat melalui hasil atau produk layanan, tetapi juga 

dipengaruhi oleh sikap pemberi layanan.  

 Pendapat lain mengenai pelayanan disampaikan oleh Gronross dalam 

Ratminto dan Winarsih (2006: 2):  

“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkain 
aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi  sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan utuk memecahkan permasalahan  

konsumen/ pelanggan.”  

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah 

aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan 

pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau 

lembaga perusahaan.   

  

2.2.3  Definisi Publik  

 Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir dan 

harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah publik berasal dari 

bahasa inggris public yang berarti umum, orang banyak, ramai (Sinambela, 

2011:5). Sementara Kencana (1999:18) mengartikan kata public sebagai  

“sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, 
perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan 

baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.  
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 Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat 

yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu hal.  

Kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik satu sama lain. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa publik adalah 

sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan 

yang berhubungan dengan orang banyak.   

 Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang 

menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih 

lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu 

pengertian Pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh 

banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Dwiyanto (2006:136) 

mendefisinikan pelayanan publik adalah:  

“serangkaian aktivitas yang dilakukan olesh birokrasi 
publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. 

Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara 

yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, 

akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air 

tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.”  

  

Dari pendapat Dwiyanto menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan 

pelayanan yang diberikan oleh birokrasi public atau pemerintah kepada masyarakat 

terkait kewajiban seorang warga negara. Kewajiban yang dimaksud berhubungan 

dengan individu pemohon jasa sendiri (misal kelengkapan kependudukan: e-KTP, 

akta kelahiran, KK) dan dapat juga terkait dengan kelompok atau organisasi 

(misalnya izin gangguan).  

 H.A.S. Moenir (2002:7) menyatakan “pelayanan umum adalah suatu  usaha 

yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.” Menurut 

Sinambela, dkk (2011:5) pelayanan publik diartikan “pemberian layanan 
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(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan.” 

Pendapat lain dari Ratminto dan Winarsih (2006:4)  

“Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat 
didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”  

  

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak dibidang 

jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. 

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan 

oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta 

dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non-komersial yang biasanya 

adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan 

kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan 

yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan 

kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari 

keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa 

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 

pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.  
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2.2.4  Asas dan Prinsip Pelayanan Publik  

 Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 

masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus 

melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. 

Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu 

yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 

penyelenggaraan   pelayanan  harus   memenuhi asas-asas  pelayanan. Untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan public yang profesional. 

Kemudian Sinambela, dkk (2011:6) mengemukakan asas-asas dalam pelayanan 

publik sebagai berikut:  

• Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti.  

• Akuntabilitas dapat  dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

• Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas.  

• Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat.  

• Kesamanan Hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak  membedakan 

suku,agama,ras, golongan  

• Keseimbangan Hak dan kewajiban yaitu emberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing 

pihak.  
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 Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni terdiri dari 

12 asas:  

• Asas Kepentingan Umum,  

• Asas Kepastian Hukum,  

• Asas Kesamaan Hak,  

• Keseimbangan Hak Dan Kewajiban,  

• Asas Keprofesionalan,  

• Asas Partisipasif,  

• Asas Persamaan Perlakuan/Tidak Deskriminatif,  

• Asas Keterbukaan,  

• Asas Akuntabilitas,  

• Asas Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan,  

• Asas Ketepatan Waktu,  

• Asas Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur 

mengenai prinsip-prinsip administrasi yang harus dijalankan oleh lembaga 

pelayanan publik. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip administrasi 

tersebut:  

1. Keterbukaan (Pasal 24)  

Prinsip keterbukaan menegaskan bahwa lembaga pelayanan publik 

harus memberikan akses informasi yang lengkap, jelas, dan mudah 

dipahami kepada masyarakat. Informasi tersebut meliputi informasi 

mengenai layanan yang tersedia, prosedur, persyaratan, biaya, waktu, 

dan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pelayanan publik 

wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

memudahkan akses informasi bagi masyarakat.  
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2. Partisipasi (Pasal 25)  

Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pelayanan publik. 

Dalam hal ini, lembaga pelayanan publik harus memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran 

terhadap kebijakan atau program yang sedang dijalankan.  

3. Akuntabilitas (Pasal 26)  

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa lembaga pelayanan publik 

harus bertanggung jawab terhadap kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam hal ini, lembaga 

pelayanan publik harus menyediakan laporan mengenai kinerjanya 

secara berkala dan transparan, serta menerima kritik dan saran dari 

masyarakat.  

4. Keadilan (Pasal 27)  

Prinsip keadilan menegaskan bahwa lembaga pelayanan publik harus 

memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh 

masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, lembaga pelayanan 

publik harus memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap 

individu, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan status 

sosial ekonomi.  

Prinsip-prinsip administrasi tersebut mengacu pada nilai-nilai dasar dalam 

pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang baik, cepat, mudah, dan 

terjangkau bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pelayanan publik 

diharapkan dapat mengikuti prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias apabila 

memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif, kesamaan 

hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan waktu 

dan kemudahan. Serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik.  
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2.2.5  Standar Pelayanan Publik  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengatur mengenai Standar Pelayanan Publik (SPP) yang harus dipenuhi oleh 

setiap lembaga pelayanan publik. SPP adalah kriteria atau tolok ukur yang 

digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga 

tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai Standar Pelayanan Publik menurut 

UU No. 25 Tahun 2009:  

 

 

1. Hak atas layanan publik yang baik  

Setiap orang berhak memperoleh layanan publik yang baik dan 

memuaskan dari setiap lembaga pelayanan publik. Layanan publik 

yang baik adalah layanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, dan 

terukur.  

2. Kewajiban lembaga pelayanan publik untuk memberikan SPP Setiap 

lembaga pelayanan publik wajib menetapkan dan menyediakan Standar 

Pelayanan Publik yang mencakup informasi mengenai jenis, mutu, 

jumlah, biaya, prosedur, dan waktu pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat.  

3. Penyediaan informasi tentang SPP  

Setiap lembaga pelayanan publik wajib menyediakan informasi 

mengenai Standar Pelayanan Publik yang diberikan oleh lembaga 

tersebut. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat dan 

disajikan secara jelas, transparan, dan terbuka.  

4. Penyampaian keluhan dan saran  

Setiap lembaga pelayanan publik wajib menyediakan sarana dan 

mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dan saran dari 

masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



21 

 

 

lembaga pelayanan publik juga wajib memberikan informasi mengenai 

cara penyampaian keluhan dan saran kepada masyarakat.  

 

5. Evaluasi dan perbaikan SPP  

Setiap lembaga pelayanan publik wajib melakukan evaluasi terhadap 

SPP yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila 

ditemukan kekurangan dalam pelayanan publik yang diberikan. 

Evaluasi dan perbaikan SPP tersebut dilakukan secara berkala dan 

transparan.  

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang 

diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adapun 

komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:  

• Dasar hukum yaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.  

• Persyaratan yaitu  syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.  

• Sistem, mekanisme dan prosedur yaitu Tata cara pelayanan yang 

dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.  

• Jangka waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

• Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat.  

• Produk pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  

• Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas yaitu peralatan dan fasilitas yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan 

fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.  
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• Kompetensi pelaksanaan yaitu yemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan 

pengalaman.  

• Pengawasan internal yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 

satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.  

• Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan 

pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.  

• Jumlah pelaksana yaitu tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban 

kerjanya.  

• Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.  

• Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko 

keragu-raguan, dan  

• Evaluasi kinerja pelaksana yaitu  penilaian untuk mengetahui seberapa 

jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.  

 Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar 

pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh 

instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas 

pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan 

publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai 

pengguna pelayanan.  

  

2.2.5  Jenis- Jenis Pelayanan  

 Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, 

karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik 

itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman dan 

perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis 

pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut.   
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 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengatur mengenai kegiatan pelayanan umum atau publik. Kegiatan pelayanan 

umum atau publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan 

Layanan Umum (BLU) yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan pelayanan 

umum atau publik menurut UU No. 25 Tahun 2009:  

1. Pendidikan  

Kegiatan pelayanan umum di bidang pendidikan mencakup penyediaan 

layanan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan 

tinggi. Kegiatan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana 

pendidikan, kurikulum yang memadai, tenaga pendidik yang 

berkualitas, serta fasilitas pendidikan yang ramah lingkungan.  

2. Kesehatan  

Kegiatan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, aksesibilitas yang mudah, dan terjangkau 

oleh masyarakat. Kegiatan ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan 

seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, serta pelayanan kesehatan 

lainnya.  

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar  

Kegiatan pelayanan umum di bidang pemenuhan kebutuhan dasar 

mencakup penyediaan layanan publik yang mendasar seperti air bersih, 

sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi umum. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh 

akses dan layanan yang berkualitas di bidang tersebut.  

4. Pemberdayaan Ekonomi  

Kegiatan pelayanan umum di bidang pemberdayaan ekonomi 

mencakup penyediaan layanan dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM). Kegiatan ini mencakup penyediaan pelatihan, 
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bantuan modal, akses ke pasar, dan fasilitas pendukung lainnya untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM.  

5. Pelayanan Hukum  

Kegiatan pelayanan umum di bidang pelayanan hukum mencakup  

penyediaan layanan hukum yang berkualitas, aksesibilitas yang mudah, 

dan terjangkau oleh masyarakat. Kegiatan ini meliputi pelayanan di 

bidang peradilan, bantuan hukum, dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat yang membutuhkan.  

Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh 

Saefullah (1999:7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai 

berikut:  

a. business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan 

konsultasi, keuangan, dan perbankan;  

b. trade sevice, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan, 

perlengkapan, dan perbaikan;  

c. infrastruktur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam 

komunikasi dan transportasi;  

d. sosial and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain 

dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan  

e. public administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari 

pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.  

Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum 

mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, 

persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan 

yang sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik 

dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai 

pihak yang menerima pelayanan.  
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2.2.6  Unsur – Unsur Pelayanan  

 Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang 

saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002:8), unsur- 

unsur tersebut adalah sebagai berikut:  

 

 

a. Sistem, prosedur, dan metode  

 

Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang 

mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.  

b. Personil  

 Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. 

Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, 

disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.  

c. Sarana dan Prasarana  

 Dalam pelayanan diperlkan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas 

pelayanan. Misalya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai 

dan sebagainya.  

d. Masyarakat sebagai Pelanggan  

 Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah 

heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya. Setiap 

pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi 

prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari 

pemberi pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti 

contohnya petugas menerapkan sistem antri agar pelayanan dapat 

berjalan tertib. Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan 

metode adalah unsur personil juga memiliki peranan penting 

mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas yang memiliki kemampuan 

yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, 
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dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk memberikan 

kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus 

melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah 

heterogen baik pendidikanya maupun perilakunya.  

Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan 

publik wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan 

layanan agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa nyaman. 

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, petugas juga 

akan mudah memberikan layanan. Unsur yang terakhir adalah 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat mempunyai hak 

untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pelayanan. 

Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban 

untuk mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar 

terjadi keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan 

maupun pemberi layanan.  

  

2.3  Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember 

(2016:50), penelitian terdahulu berupa kajian empiris yang memuat 

penelitianpenelitian sebelumnya dapat menjadi penunjang bagi penelitian yang 

akan dilakukan. Penelitian sebelumnya juga berguna sebagai pedoman bagi peneliti 

dalam menyusun kerangka pemikiran dan melakukan telaah terhadap 

sumbersumber yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian 

terdahulu juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membandingkan persamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang masih berlangsung.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

Penulis  Judul Penelitian  Rumusan Masalah  Metode  

Penelitian  

Hasil penelitian  

Hajrinnisa 

Kodung 

(2020)  

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor 

(Studi Kasus Samsat 

Kota Manado)  

Apakah kualitas 

Pelayanan 

Berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib  pajak dalam 

membayar pajak 

kendaraan bermotor 

?  

Kuantitatif  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Wajib 

Pajak Kantor Samsat Manado, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut.  

Karakteristik responden Wajib Pajak Kantor Samsat Manado 

paling tinggi adalah responden yang berjenis kelamin laki-

laki dengan persentase sebesar 75% dari total persentase 

100% dengan perkiraan usia >41 tahun. Adapun nilai 

signifikansi 0,040 > 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Muhammad 

Taqiyyuddin  

Choirul 

In’am (2020)  

Kualitas Pelayanan 

Pembayaran Pajak 

Kendaraan  

Bermotor Di Kantor 

Bersama Samsat Tandes 

Surabaya Barat  

Bagaimana Kualitas 

Pelayanan 

Pembayaran Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di kantor 

bersama samsat 

tandes surabaya 

barat ?  

Kualitatif 

Deskriptif  

Berdasarkan Hasil observasi dan Wawancara selama 

Penelitian berlangsung maka disimpulkan bahwa Kualitas  

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor 

Bersama Samsat Tandes Surabaya Barat berada pada tingkat 

Sangat Baik. Hal ini ditunjukan dari hasil Wawancara yang 

sebagaian besar informan mengatakan bahwa mereka sangat 

puas dengan pelayanan di Kantor Bersama Samsat Tandes 

Surabaya Barat berdasarkan Lima Fokus Penelitian.  

Sumber : Olah Data Peneliti (2022)  
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2.4  Kerangka Berfikir    

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian  

 

 

Layanan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor Melalui 

Samsat Keliling di Alun-alun 

Kabupaten Jember 

UU No. 25 tahun 2009 tentang 

Standart Pelayan Publik 

1. Dasar hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme dan 

prosedur 

4. Jangka waktu 

penyelesaian 

5. Biaya/tarif  

6. Produk pelayanan 

7. Sarana, prasarana, dan / 

atau fasilitas 

8. Kompetensi 

pelaksanaan 

9. Pengawasan interna 

10. Penanganan pengaduan 

11. Jumlah pelaksana 

12. Jaminan pelayanan 

13. Jaminan keamanan 

14. Evaluasi kinerja 

Terwujudnya pelayanan yang 

baik di Samsat Keliling Alun-

alun Kabupaten Jember 

Sumber : Olah Data Peneliti (2023) 
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BAB 3  METODE PENELITIAN   

 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang peneliti 

gunakan dalam menjawab masalah-masalah dari fokus penelitian yang telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya yaitu mengenai implementasi pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling di daerah 

Alun - alun Jember. Menurut Usman dan Akbar (2017:77) metode adalah suatu 

prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, 

sedangkan metodologi penelitian adalah sebuah ilmu yang mempelajari berbagai 

jenis metode penelitian. Jadi berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa 

metodologi penelitian adalah suatu peninjauan dalam mempelajari peraturan-

peraturan terhadap metode yang digunakan dalam suatu penelitian dan metode 

penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka dari itu metode penelitian 

merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena hasil dari penelitian 

bergantung dari metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Adapun komponen dalam metode penelitian yang 

diperlukan  peneliti sebagai berikut.   

1. Pendekatan  Penelitian  

2. Tempat dan Waktu Penelitian  

3. Objek dan Fokus Penelitian   

4. Penentuan Informan Penelitian   

5. Teknik Pengumpulan Data  

6. Jenis dan Sumber Data  

7. Teknik Menguji Keabsahan Data  

8. Teknik Penyajian dan Analisis Data  
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3.1  Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

yang telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Silalahi 

(2017:38) penelitian kualitatif adalah jenis pendekatan penelitian yang mengarah 

pada permasalahan yang tidak menyangkut jumlah melainkan berupa kata-kata atau 

gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan menurut Usman dan Akbar 

(2017:189) penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang diuraikan 

menggunakan kata-kata sesuai dengan pendapat dari responden dan sesuai dengan 

pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar 

belakangi responden dalam berperilaku seperti ini tidak seperti lainnya, direduksi, 

ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi sesuai dengan definisi tersebut.   

  

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang penting,  

karena fenomena dapat muncul dari suatu tempat sehingga membuat peneliti 

tertarik untuk menelitinya. menurut Usman dan Akbar (2017:77) waktu penelitian 

dimulai dan berakhir juga dituliskan dengan lengkap. Berdasarkan pada pedoman 

penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2016:52) lokasi atau daerah sasaran dan 

kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam 

menentukan lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, penelitian ini akan dilakukan di samsat 

keliling di Alun - alun Kabupaten Jember. Waktu penelitian dilakukan selama. 

Dengan melakukan observasi, pencarian data serta wawancara.  

Rasionalisasi peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan 

adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jember namun tidak 

mencpai target pajak kendaraan bermotor, masih banyak jumlah kendaraan 

bermotor yang belum membayar pajak. Selain itu belum adanya kajian mengenai 

implementasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada layanan 

samsat keliling di Alun - alun Kabupaten Jember.   
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3.3  Objek dan Fokus Penelitian  

Menurut Sugiyono (2016:227) pada penelitian kualitatif gejala atau 

fenomena itu bersifat menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena itu 

dalam penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitian hanya berdasarkan 

pada variabel penelitian, akan tetapi berdasarkan pada situasi sosial. Fokus 

penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang 

seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Fokus peneliitan diperlukan agar 

peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan 

tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan 

pengertian tentang fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan 

pada implementasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 

layanan samsat keliling di Alun - alun Kabupaten Jember.   

3.4  Penentuan Informan Penelitian  

Penentuan informan berperan penting agar data yang didapatkan benarbenar 

valid. Sehingga penulis harus menggunakan cara yang tepat untuk menentukan 

informan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan 

dengan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi (2017: 272) purposive 

sampling adalah pemilihan informan dengan memiliki posisi yang terbaik sehingga 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.    

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2016:303) seorang informan dalam 

penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 

dihayati.    

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang sedang diteliti   

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.  

d. Mereka yang mampu memberikan informasi secara obyektif dan mampu 

mengendalikan sifat subyektifitasnya atas masalah yang diteliti.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang 

dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait 

implementasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan 

samsat keliling di Alun - alun Kabupaten Jember sebagai berikut.  

1. Kepala Samsat Kabupaten Jember  

2. Petugas Samsat keliling   

3. Masyarakat pengguna layanan samsat  

  

3.5  Teknik Pengumpulan Data    

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara telaah pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei dan 

angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat 

perekam, alat ukur, draft wawancara atau alat elektronik dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut.  

a. Observasi   

Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2016:310) menguraikan 

observasi kedalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terangterangan 

dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Pada jenis penelitian ini, peneliti 

mengatakan keadaan yang sebernarnya pada narasumber terkait dengan maksud 

dan tujuan dalam penelitian. Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh 

dan mendokumentasikan observasi adalah kamera.   

b. Wawancara   

Menurut Silalahi (2017:312) wawancara adalah metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data atau keterangan secara lisan dari seseorang yang disebut 

dengan responden melalui suatu pembicaraan yang sistematis dan terorganisi. 

Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2017:93) manfaat dari  menggunakan 

wawancara dalam teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan 

data primer mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara 
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yaitu berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti. Wawancara 

menurut Silalahi (2017:313) terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut.  

1) Wawancara Terstruktur dan Wawancara Tidak Terstruktur   

Silalahi (2017:313) menjelaskan bahwa wawancara terstruktur yaitu 

wawancara yang telah terukur, peneliti mengetahui secara jelas dan 

terperinci informasi apa yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar 

pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya sehingga peneliti melakukan 

wawancara berdasarkan panduan pertanyaan tersebut. Sedangkan 

wawancara tak terstruktur adalah wawancara tanpa menggunakan 

pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, tetapi peneliti 

hanya meyediakan satu daftar tentang topik khusus yang dicakup dan 

dapat dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan lainnya melalui 

jawaban yang dijawab oleh responden.  

2) Wawancara Tatap Muka   

Silalahi (2017:314) menjelaskan bahwa wawancara juga dapat 

dilakukan melalui tatap muka maupun melalui via telepon. Wawancara 

tatap muka merupakan wawancara yang dilakukan secara individu antara 

peneliti dan responden. Sementara, wawancara melalui via telepon 

merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan telepon sebagai 

alat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tak 

terstrukur dengan wawancara tatap muka. Pada saat pelaksanaan 

wawancara peneliti membutuhkan alat bantu untuk menunjang jalannya 

dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti catatan 

wawancara,buku catatan, alat perekam dan kamera untuk 

mendokumentasikan proses wawancara.  

c. Studi Dokumen  

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2017:106) merupakan 

teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-

dokumen.  Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi umumnya 
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adalah jenis data sekunder. Maka dari itu penelitian ini akan menggali 

sumber data yang berkaitan dengan implementasi pelayanan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling di Alun - alun 

Kabupaten Jember serta peraturan perundangan yang ada. Dokumen dapat 

berupa dokumen harian atau dokumen resmi Adapun alat yang digunakan 

dala penelitian ini yaitu alat perekam suara, gambar, dan catatan lapang.  

  

3.6  Jenis dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Silalahi 

(2017:284) data kualitatif adalah data yang bentuknya bukan dalam angka. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Silalahi (2017:289) terdiri dari dua jenis sebagai berikut:  

a. Data Primer   

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan 

yang terlibat langsung dalam suatu fenomena. Dalam penelitian ini, Data 

primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara di lapangan. Terkait 

dengan topik penelitian peneliti tentang implementasi pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling 

di Alun - alun Kabupaten Jember. Pengamatan dilakukan pada jalannya 

kegiatan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 

layanan samsat keliling di Alun - alun Kabupaten Jember. Sedangkan 

wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dan 

berperan langsung terhadap jalannya pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling di Alun - alun 

Kabupaten Jember.  

 

b. Data Sekunder                        

Data sekunder  merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua 

atau dari sumber-sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan sehingga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 
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secara tidak langsung. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh 

dari buku, jurnal, atau media-media. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh dari berita atau publikasi terkait implementasi pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling 

di Alun - alun Kabupaten Jember.  

  

3.7  Teknik Menguji Keabsahan Data  

Menguji keabsahan data adalah langkah yang tidak dapat dipisahkan dari 

penelitian kualitatif. Karena keabsahan data adalah alat untuk membuktikan 

keilmiahan dari suatu penelitian kualitatif. Tahap ini berkesinambungan dengan 

tahap akhir dalam hal menguji apakah data yang diperoleh benar menunjukkan 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Winarni (2018:179) menjelaskan uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability.  

a. Uji Kredibilitas   

Uji Kredibilitas (kepercayaan) data terhadap hasil penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan perpanjangan proses pengamatan, peningkatan ketekunan 

peneliti, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

melakukan member check.  

b. Pengujian Transferability  

Uji nilai transfer yaitu berkenaan dengan pertanyaan hingga hasil penelitian 

dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.  

c. Pengujian Dependability.  

Pada penelitian kualitatif uji dependability dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian pada lapangan.  

d. Pengujian Confirmability.   

Menguji confirmability artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Apabila dari hasil penelitian termasuk fungsi dari proses 
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penelitian yang dilakukan maka dapat dikatakan penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability.  

Berdasarkan penjelasan mengenai uji keabsahan data di atas maka, dalam 

penelitian ini penulis akan mengacu pada uji kredibilitas data dengan menggunakan 

teknik triangulasi. Menurut Winarni (2018:183). Teknik triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari 3 jenis yaitu, triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  

1) Triangulasi sumber data, merupakan uji kredibilitas data dengan cara 

mengecek beberapa sumber data yang telah diperoleh peneliti. Beberapa 

sumber-sumber tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan persamaan 

dan perbedaan dari masing-masing sumber untuk dibuat kesimpulan 

berdasarkan beberapa sumber yang ada pada data.  

2) Triangulasi teknik, merupakan uji kredibilitas data dengan cara pengecekan 

data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.   

3) Triangulasi waktu, merupakan uji kredibilitas data dengan cara melakukan 

wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada sumber yang sama dengan 

waktu atau situasi yang berbeda.   

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini peneliti 

menerapkan teknik uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, dimana 

peneliti akan mencari data dari beberapa sumber atau teknik pengumpulan data 

yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lebih kaya, lengkap, 

dan diverifikasi dari berbagai sudut pandang.  

  

3.8  Teknik Penyajian dan Analisis Data  

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti. Penelitian 

ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan 

yaitu data kualitatif. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari 
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sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk mengetahui hal mendalam 

terkait masalah yang diteliti. Menurut Miles & Huberman (2014) aktivitas dan 

analisis data meliputi data condentation, data display, dan conclusion 

drawing/verification.  

  

   

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman 

Sumber. Miles & Huberman (2014)  

  

 

 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan berbagai cara dan dilakukan secara terus menerus hingga data yang didapat 

jenuh. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di 

rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-

lain. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 
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banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara 

mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi.   

 

b.  Kondensasi data   

Miles et al. (2014) menjelaskan bahwa dalam kondensasi data  yaitu mengacu 

pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerdehanaan, abstrak, dan transformasi 

data yang didapatkan dalam catatan lapangan maupun dari transkip penelitian. Pada 

tahap ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan sehingga 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas yang dapat mempermudah dalam  

melakukan pengumpulan data selanjutnya tentang kualitas pelayanan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling di Alun - alun Kabupaten 

Jember.  

c.  Penyajian data   

Miles dan Huberman dalam Hamzah (2019:82) menjelaskan bahwa dalam 

penyajian data terdapat 6 hal yang perlu dilakukan yaitu, contact summary sheet, 

codes and coding, pattern coding, memoing, site analysis meeting, dan interim site  

summary.   

d.  Verifikasi data   

Hamzah (2019:83) langkah terakhir dalam penyajian data yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap penarikan kesimpulan di awal masih pada 

tahap kesimpulan sementara dan dapat saja berubah apabila nantinya ditemukan 

fakta-fakta dari hasil penelitian yang ada di lapangan dan dapat mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian   

Sub bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian yang 

dideskipsikan dari lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum KB Samsat 

Teratai Poltres Jember sebagai aktor progam Samsat keliling di jember, dilanjutkan 

dengan analisis pelayanan dari samsat keliling alun-alun kabupaten Jember 

berdasarkan UU no 25 tahun 2009 tentang standar pelayan publik. Deskripsi dari 

hasil penelitian ini bertujuan sebagai bahan untuk menganalisa pada sub bab 

selanjutnya.  

4.1.1  Gambaran Umum KB Samsat Teratai Polres Jember   

Jember merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang 

memiliki luas wilayah mencakup area seluas 3.293,34 Km2, dengan karakter 

topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi 

pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Secara geografis Kabupaten 

Jember berada pada posisi 7059’6” sampai 8033’56” Lintang Selatan dan 

113016’28” sampai 114003’42” Bujur Timur. SP2020 mencatat penduduk 

Kabupaten Jember pada bulan September 2020 sebanyak 2.536.729 jiwa, denga 

persentase penduduk perempuan sebesar 50,13% dan penduduk laki-laki sebesar 

49,87%. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir yaitu periode 2010-2020, 

jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan 

sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 

yang hanya sebanyak 2.332.726 jiwa.  

Dewasa ini masyarakat semakin marak yang memilki kendaraan bermotor, 

data dari satlantas kendaraan bermotor di Kabupaten Jember sebanyak 770.000 

unit. Kabupaten Jember yang dapat dikatakan wilayah padat penduduk perlunya 

pelayanan publik untuk menopang kesejahtaraan masyarakat. Penyelenggaraan 

pelayanan publik yang cepat, tanggap, tepat, mudah, transparan dan nyaman 
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menjadi harapan dan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh akrot pelayanan 

publik. Berdasarkan data dan kebutuhan tersebut maka SAMSAT yang tidak asing 

lagi didengar sebagai penyelenggara tertib administratif bagi masyarakat yang 

memiliki kendaraan bermotor. SAMSAT sebagai lembaga pelayanan publik yang 

mnenerapkan konsep pelayanan terpadu yang lahir sejak 1976. Samsat merupakan 

suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan 

PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara 

baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJJ).  

Visi, Misi, Motto dan janji petugas   

Dalam rangka menerapkan azas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan 

publik untuk pelayanan yang prima kantor bersma Samsat Teratai Jember 

berkomitmen dengan Visi, Misi dan Janji petugas   

Visi : Terwujudnya pelayanan prima pada kantor Bersama Samsat Teratai  

Jember  

Misi : a. Meningkatkan kwalitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat  

b. Meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggaraan 

pelayanan  

c. Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang sederhana, 

mudah dan transparan berbasis teknologi informasi  

d. Mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum pemilik 

kendaraan bermotor  

e. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan  

  Motto : pelayanan terbaik untuk anda  

Janji petugas : a. Memberikan kepastian waktu pelayanan dalam proses 

pengesahan STNKB 1 tahun, penelitian ulang STNKB 5 
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tahun, ganti pemilik (baliknama) dan penerbitan STNKB 

kendaraan baru.  

b. proses penerbitan STNKB dan TNKB secara transparan 

dan akuntabel.  

c. menerapkan metode FIFO (First In First Out) dengan 

sistem antrian sehingga tidak ada diskriminasi. 

  

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Teratai 

Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://regidentjatim.wordpress.com/open-goverment-indonesia/samsat-

jember/ 
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Adapun jenis pelayanan yang diberika kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan pada kantor samsat Teratai jember adalah :  

1. kendaraan baru  

2. pengesahan STNK 1 Tahun  

3. penelitian ulang STNK 5 tahun  

4. mutasi masuk  

5. mutasi keluar  

 

Kantin Bersama Samsat Teratau jember yang dibangun pada 1983 dijalan 

Teratai No 10-11 Jember memberikan pelayanan kepada masyarakat di 17 

kecamatan dengan rincian :  

 

Gambar 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Serta Potensi Obyek Pajak Wilayah 

Jember 

Sumber: https://regidentjatim.wordpress.com/open-goverment-indonesia/samsat-

jember/ 
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4.1.2  Gambaran Umum Samsat Keliling  

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Dalam 

Perpres Nomor 05 Tahun 2015 juga telah diatur untuk peningkatan kualitas 

pelayanan kantor Bersama Samsat dilakukan dengan membentuk unti pembantu :  

a. Samsat pembantu  

b. Samsat gerai /cprner/payment poin/outlet  

c. Samsat drive thru  

d. Samsat keliling  

e. Samsat delivery order/door to door  

f. E-samsat   

g. Pengembangan samsat lain  sesuai kemajuan teknologi dan harapan 

masyarakat  

 

Samsat Mobil Keliling yang diterapkan di Samsat Polres Jember merupakan 

jenis layanan samsat yang dilakukan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke 

tempat yang lain. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Tugasnya adalah 

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan 

dan pilihan pelayanan wajib pajak. Diterapkannya samsat keliling di Alun-Alun 

kota jember karena masyarakat banyak yang membutuhkan layanan unggulan 

karena animo masyarakat yang ingin membayar pajak sangat tinggi sehingga 

memudahkan masyarakat yang pada pagi sampai sorenya sedang bekerja bisa 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya di malam hari lewat layanan 

samsat keliling di alun-alun jember.   
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4.1.3  Tujuan Samsat Keliling  

Sudah mejadi tujuan dari adanya progam Samsat Keliling yang ditempatkan 

di Alun-alun Kabupaten jember untuk Memudahkan masyarakat dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

Mobilitas Samsat keliling dapat menunjang peran pemerintah selain meningkatpan 

PAD dengan proses perijinan dengan standar yang cepat mengurangi praktek 

percaloan. Hal ini dikarenakan proses pengurusan pembayaran pajak sudah dengan 

mudah dijangkau oleh masyarakat.  

Peningkatan PAD (Pajak Asli Daerah), ini dibuktikan pada tahun tahun 

2022 kemarin, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) berhasil melampui 

target yang sudah ditetapkan. Berikut data penerimaan Kas UPT PPD Jember 2023 

sd April.  
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Tabel 4.1 Data penerimaan Kas UPT PPD Jember 2023 sd April 

NO. 
 SEKTOR PENERIMAAN 

2020 2021 2022 2023 (S.D APRIL) 

TARGET 
 

REALISASI 

 

 

 

 

% TARGET 
 

REALISASI 

 

 

 

 

% TARGET 
 

REALISASI 

 

 

 

 

% TARGET 

 

(S.D.APRIL) 
REALISASI 

 

 

 

 

% 
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 175.000. 

000.000 
Rp.205.946. 

078.240 
117,68% Rp. 196.000. 

000.000 
Rp. 212.364. 

850.925 
108,35% Rp. 205.700. 

000.000 
Rp. 236.075. 

558.158 

114,77% Rp. 210.800. 

000.000 

Rp. 70.382. 

176.933 

33,39% 

2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) 
Rp. 83.000. 

000.000 
Rp. 95.153. 

677.500 

114,64% Rp. 98.000. 

000.000 
Rp. 120.138. 

506.900 
122,59% Rp. 90.900. 

000.000 
Rp. 115.934. 

455.100 

127,54% Rp. 101.500. 

000.000 

Rp. 46.749. 

124.300 

46,06% 

3 Pajak Air Permukaan (PAP) Rp. 450.000. 

000 

Rp. 545.694. 

900 

121,27% Rp. 458.000. 

000 

Rp. 566.963. 

200 

123,79% Rp. 425.000. 

000 

Rp. 843.533. 

850 

198,48% Rp. 500.000. 

000 

Rp. 140.396. 

150 

28,08% 

4 Retribusi Jasa Usaha (RJU) Rp. 113.000. 

000 

Rp. 152.368. 

970 

134,84% Rp. 101.000. 

000 

Rp. 132.912. 

535 

131,60% Rp. 101.000. 

000 

Rp. 168.152. 

600 

166,49% Rp. 96.000. 

000 

Rp. 36.611. 

900 

38,14% 

5 Penerimaan Lain- 
Lain (PLL) 

Rp. 1.275. 

000.000 
Rp. 1.194. 

020.750 
93,65% Rp. 1.200. 

000.000 
Rp. 1.371. 

884.150 
114,32% Rp. 1.256. 

000.000 
Rp. 1.351. 

038.000 

107,57% Rp. 1.265. 

000.000 

Rp. 398.982. 

350 

31,54% 

Total Rp. 259.838. 

000.000 

Rp. 302.991. 

840.360 

116,61% Rp. 259.759. 

000.000 

Rp. 334.575. 

117.710 

113,12% Rp. 298.382. 

000.000 

Rp.354.372. 

708 

118,76% Rp. 314.161. 

000.000 

Rp.117.707. 

633 

37,47% 

 

Sumber data : UPT PPD Jember 2023  

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



46 

 

 

Beradasarkan data yang diperoleh hasil pendapatan dari tahun 2019 hingga 

2023 bulan april mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 realisasi progam untuk 

pembayaran kendaraan bermotor (PKB) berhasil direalisasikan sebesar 

218.910.330.700. pembayaran PKB mengalami kenaikan padda 2020 sebesar 

205.946.078.240. berdasarkan data diatas dari tahun 2019 hingga tahun 2020 

pembayaran PKB naik 17%. Sementara di tahun 2021 realisasi pembayaran PKB 

mengalami penurunan ke 212.946.078.240 dari 2020 ke 2021 mengalami 

penurunan sebesar 9%. Sementara pada 2022 mengalami kenaikan pembayaran 

kembali ke angka 236.075.558.158 sekitar 6%. Data terakhir realisasi hingga april 

2023 menerima 70.382.176.933.  

Data dari sektor penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) direalisasikan sebanyak 139.694.739.100 di tahun 2019 dan pada tahun 

2020 95.153.677.500. berdasarkan data tersebut dapat diartikan masyarakat yang 

melakukan BBNKB naik sebanyak 1%. Begitu pula pada tahun 2021 yang 

direalisasikan sejumlah 120.138.506.900 dari data sebelumnya naik sebesar 8%. 

Pada tahun 2022 masyarakat yang melakukan proses balik nama sebesar 

115.934.455.100 berdasarkan data sebelumnya naik sebesar 4% .Sementara pada 

tahun 2023 terhitung hingga bulan april sebanyak 46.749.124.300 yang melakukan 

proses BBNKB.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pula pelayanan samsat keliling 

memiliki manfaat kepada masyarakat :  

- Dampak untuk masyarkat sendiri yaitu memudahkan masyarakat yang 

pada pagi sampai sore harinya masih sibuk dalam pekerjaannya agar 

bisa membayar pajak kendaraan bermotor pada malam harinya di samsat 

keliling alun – alun Jember.  

- Dampak untuk instansi yaitu meningkatnya PAD dan juga terealisasinya 

program kerja samsat keliling guna memudahkan masyrakat yang ngin 

membayar pajak kendaraan bermotor.   
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Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi 

dalam Kantor Bersama Samsat. Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi 

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, 

dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan 

informatif.  

Samsat Keliling sendiri merupakan layanan pelayanan dari samsat yang 

menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar kantor Samsat. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib yaitu dengan cara 

memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak itu sendiri. Peningkatan 

kualitas dan pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada Wajib Pajak 

sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam 

bidang perpajakan. Progam samsat keliling yang diterapkan di alun-alun kota 

jember merupakan hasil keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh 

samsat Jember. Masyarakat banyak yang membutuhkan layanan unggulan karena 

animo masyarakat yang ingin membayar pajak sangat tinggi sehingga memudahkan 

masyarakat yang pada pagi sampai sorenya sedang bekerja bisa melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotornya di malam hari lewat layanan samsat 

keliling di alun-alun jember. Alun-alun kota Jember merupakan destinasi wisata 

masyarakat Jember maupun dari luar Jember yang tidak pernah sepi setiap harinya, 

bahkan di malam minggu dan minggu pagi merupakan puncak pengunjung yang 

datang. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka memaksimalkan pelayanan 

administrasi perpanjangan kendaraan yang berkualitas dan mudah digapai. Samsat 

keliling diletakan di berbagai titik terutama di pusat kota jember yaitu Alun-alun 

jember.   
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4.1.5  Pelaksanaan Program Samsat Keliling  

Pelaksanaan progam samsat keliling dalam setiap minggunya, Samsat 

Keliling menyediakan jadwal operasionalnya yang biasanya dilaksanakan di lokasi 

yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Untuk samsat keliling Alun – alun 

Jember sendiri beroperasi pada pagi dan malam hari. Untuk pagi harinya beroperasi 

pada hari jumat jam 08.00 – 11.00. Untuk malam harinya beroperasi mulai hari 

Senin sampai Jumat pada jam 19.00 - 20.30.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Jadwal samsat keliling Jember 

 

 

 

Gambar 4.2 Jadwal Samsat Keliling KB Samsat Jember 

Sumber: https://www.instagram.com/samsat_jember/?hl=id  

 

Dalam mengenalkan program kerjanya, samsat jember sendiri biasanya 

bergerak melalui jalan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk dari sosialisasinya 

pun bermacam macam, antara lain dengan sebar brosur di area padat di daerah 

jember seperti alun-alun kota, pasar, bahkan di komplek warga. Selain itu juga 

samsat keliling mempunyai media sosial untuk memaparkan program kerjanya 
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terutama postingan jadwal samsat keliling setiap minggunya. Media sosial tersebut 

antara lain instagram, facebook, dan twitter.  

Demi mencapai tujuan samsat keliling juga memberlakukan target 

pelayanan,Untuk target per mobil samsat keliling yaitu per harinya ada 180 SK 

(Surat Ketetapan) berkas yang diurus atau bisa disebut juga dengan notice pajak. 

Notice pajak merupakan lembar berwarna coklat yang ada pada STNK dan 

didalamnya berisi tentang keterangan identitas pemilik kendaraan, spesifikasi 

umum kendaraan dan kolom nilai pajak kendaraan. Untuk proses pencapaian 

targetnya lebih ke pencarian titik lokasi yang strategis ketika dirasa di posisi awal 

target penerimaan SK masih belum tercapai.    

Untuk mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak, kami 

mengunakan durasi waktu ketika melakukan pelayanan dari awal pendaftaran 

sampai dengan pembayaran. Target durasi waktu dalam memberikan pelayanan 

maksimal 10 menit per berkas dari per orang. Sesuai dengan SOP yang telah 

ditentukan oleh samsat Teratai Jember durasi waktu dihitung mulai dari loket 

pendaftaran sampai loket penyerahan ditetapkan berdasarkan Sumber data Samsat 

Jember.   

A. Pengesahan STNK 1 tahun    : 10 Menit  

B. Cetak / ganti STNK      : 10 Menit  

C. Mutasi masuk        : 30 Menit  

D. Kendaraan baru        : 30 Menit  

 

Sumber: https://regidentjatim.wordpress.com/open-goverment-

indonesia/samsatjember/  

 

Samsat sendiri merupakan bentuk kerjasama secara terpadu dari berbagai 

instasi antara lain Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, PT Jasa Raharja, dan Dinas 

Perhubungan. Bentuk kerjasama dari instansi – instansi tersebut layaknya 

pembagian tugas. Misal pihak kepolisian bagian pendaftaran dan penanggung 

jawab dari identitas pemilik kendaraan bermotor tersebut, pihak bapenda bertugas 
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melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan tunjangan asuransi dari pihak 

P.T Jasa Raharja yang sudah jadi satu dalam lembar STNK tersebut.  

Saat ini layanan samsat keliling yang sudah hadir ditengah masyarakat demi 

untuk mempermudah proses pelayanan menerapkan persyaratan yang harus dibawa 

oleh masyarakat, Yaitu :  

1. Perpanjangan STNK dilakukan sebelum masa berlau habis  

2. Mengisi formulir permohonan STNK  

3. Melampirkan STNK lama yang akan diperpangan (asli) dan 2 lembar Fc  

4. Mempersiapkan KTP asli dan 2 lembar Fc  

5. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing   

6. Tidak mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 tahun  

7. Membawa BPKB asli beserta fc  

8. Membawa surat kuasa disertakan bermatrai dan fc KTP penerima kuasa 

apabila dikuasakan.   
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Selain itu terdapat pula mekanisme pelayanan penerbitan STNK dan 

perpanjangan STNK yang ada dalam uni samsat keliling yaitu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Mekanisme Pelayanan Kantor  Bersama Samsat Teratai 

Jember 

Sumber: https://regidentjatim.wordpress.com/open-goverment-indonesia/samsat-

jember/  

Transparansi dan akuntabilitas ketika sudah melakukan proses pembayaran, 

masyarakat akan menerima notice pajak pada lembar warna coklat di STNK. Disitu 

sudah tertera jumlah pembayaran. Jadi masyarakat bisa mengecek nominal jumlah 

pembayaran maupun apa saja bentuk pembayaran pajak kendaraan bermotor pada 

notice pajak tersebut. Untuk pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayarkan, para 

petugas pun langsung menyalurkannya pada pihak Bank Jatim selaku pengelola 

keuangan pajak tersebut.   
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Berjalanya samsat keliling yang memberi dampak baik bagi pendapatan 

daerah dan masyarakat tidak lepas juga dari kendala-kendala yang dialami. Kendala 

lebih ke jaringan ketika pada saat itu sedang terganggu dan lemot sehingga 

memperlambat proses pelayanan. Hal tersebut terkadang membuat para masyarakat 

yang sedang mengantri menjadi tidak sabar menunggu. Kendala lebih ke jaringan 

ketika pada saat itu sedang terganggu dan lemot sehingga memperlambat proses 

pelayanan. Hal tersebut terkadang membuat para masyarakat yang sedang 

mengantri menjadi tidak sabar menunggu. Rencana kedepan lebih meningkatkan 

lagi sosialisasi kepada masyarakat melalui media online seperti Instagram, 

Facebook, dan Twitter.  

4.1.6  Fasilitas dan Pelaksana Samsat Keliling  

Pelaksanaan pelayanan samsat yang baik tidak jauh dari sumberdaya yang 

dimiliki oleh samsat Teratai yagn memadahi. Untuk menciptakan pelayanan prima, 

dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bertujuan untuk 

kenyamanan, kemudahan bagi masyarakat. Penunjang keberlangsungan terdapat 

juga sarana dan prasarana alatnya menggunakan laptop dengan daya listrik lewat 

setrum dari aki mobil Samsat Keliling. Untuk menciptakan penyelenggaraan 

pelayanan yang cepat, tepat, mudah, ramah, transparan, tertib dan aman pada kantor 

Teratai jember didukung sejumlah personil baik dari segi kwantitas maupun 

kwalitas. Pelayanan yang diisi oleh 1 orang yang bertugas 1 kasir dan 1 bagian 

administrasi. Untuk meningkatkan kualitas proses pemilihan personil Penerimaan, 

dan penempatan untuk menjadi pegawai Samsat merupakan tanggung jawab dari 

pihak BAPENDA pusat di Surabaya. Ketika sudah dilakukan penempatan, maka 

yang mengarahkan penugasan para pegawai tersebut adalah kepala UPT di daerah 

setempat. Untuk pelatihan menjadi petugas samsat keliling sendiri lebih ke 

pemberian training kerja dari petugas yang sebelumnya pernah menjadi petugas 

layanan samsat kepada calon petugas yang ditugaskan di Samsat Keliling dan juga 

pengarahan dari pemimpin UPT di daerah penempatan calon petugas tersebut. 

Kriteria untuk menjadi petugas Samsat Keliling antara lain jujur, disiplin, mengerti 

IT, dan mengerti administrasi pelaporan. 
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4.2  Pembahasan  

 

Chandler dan Plano dalam Keban (2019:3) menjelaskan administrasi publik 

merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Berkaitan dengan hal ini pemerintah 

telah menetapkan kebijakan terhadap masyarakat untuk membayar pajak bermotor. 

Pemerintah pusat telah memberi hak, wewenangan, dan kewajiban kepada setiap 

daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri perekomiannya melalui pemerintah 

daerah. Proses pengurusan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini 

dapat dilakukan dengan mendatangi kantor SAMSAT (Sistem Administrasi 

Manunggal di Bawah Satu Atap) yang melayani pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. SAMSAT terbentuk karena Keputusan Bersama Menhamkam/Pangab, 

Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. KEP/13/XII/1976.  

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, Samsat Mobil Keliling 

yang diterapkan di Samsat Polres Jember merupakan jenis layanan samsat yang 

dilakukan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesuai 

yang dijelaksan oleh Maksudi (2018:225) menjelaskan bahwa Administrasi Publik 

merupakan sebagai bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka 

untuk meningkatkan respon atau daya tanggap dengan melalui penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan barang-barang yang menjadi 

kebutuhan masyarakat dengan membentuk lembaga pemerintah yang efektif dan 

efisien. Samsat keliling yang merupakan sebagai bentuk kongkrit Langkah 

pelayanan administrasi untuk merespon kebutuhan masyarakt agar kebijakan wajib 

bayar pajak dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.   

Pelayanan pembayaran pajak melalui samsat keliling dalat digolongkan 

pada paradigman New Public Management (NPM). Denhardt dan Denhardt dalam 
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Syafri (2012:192) menjalaskan New Public Management (NPM) menekankan pada 

nilai-nilai dan praktik administrasi bisnis yang diterapkan dalam administrasi 

public, selain itu NPM berkehendak untuk dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan produktivitas sehingga New Public Management ini kurang 

memperhatikan keadilan sosial. Paradigman NPM yang menekankan pada 

pengelolaan pemerintah yang efektif dan efisien diterapkan pada implementasi 

layanan samsat keliling yang berbasis teknologi dan inovasi untuk mempermudah 

masyarakat.  

Diterapkannnya samsat keliling di Alun-Alun kota jember karena 

Masyarakat banyak yang membutuhkan layanan unggulan karena animo 

masyarakat yang ingin membayar pajak sangat tinggi sehingga memudahkan 

masyarakat yang pada pagi sampai sorenya sedang bekerja bisa melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotornya di malam hari lewat layanan samsat 

keliling di alun-alun jember. Hal tersebut menjadi cikal kepentingan Samsat Teratai 

jember menerapkan Samsat keliling. Selain itu kepentingan lain adalah 

memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor guna 

meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

“Memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)” 

(Informan Sulistyawati : 26 Mei 2023). 

 

Sesuai yang dijelaksan oleh informan S dimana samsat keliling 

direalisasikan guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan 

dan juga meningkatkan PAD (Penndapatann Asli Daerah). Mobilitas Samsat 

keliling dapat menunjang peran pemerintah selain meningkatkan PAD dengan 

proses perijinan dengan standar yang cepat mengurangi praktek percaloan. Hal ini 

dikarenakan proses pengurusan pembayaran pajak sudah dengan mudah dijangkau 

oleh masyarakat. Selaras dengan Christopher Hood yang menjelaskan paradigma 

New Publik Management (NPM) terjadi karena adanya kemerosotan dalam 
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menjalankan peran dan fungsinya. Selain itu, adanya keluhan dari sektor publik 

yang inefisiensi, serta terlalu besar, boros dan kinerja pelayanan publk rendah, 

praktik dan perilaku dalam pengelolaan pelayanan publik yang menyimpang serta 

kurangnya perhatian dari pemerintah. Sesuai dengan tujuan adanya samsat keliling 

yang dapat menunjang kebutuhan pemerintah karena membutuhkan peningkatan 

pendapatan. 

Pelayanan yang baik dapat mencerminkan suatu organisasi yang baik dan 

menjalankan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan publik. Hal ini tertuang 

pada UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayan publik. Adapun komponen standar 

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi. 

1. Dasar Hukum  

Merupakan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari 

adanya pelayan publik tersebut. Program samsat keliling sendiri sudah 

diatur dalam Perpres No. 05 Tahun 2015  tentang peningkatan kualitas 

pelayanan kantor Bersama Samsat dilakukan dengan membentuk unit 

pembantu antara lain samsat pembantu, samsat gerai/corner/payment 

point/outlet, samsat drive thru, samsat keliling, samsat delivery 

order/dor to dor, e-samsat, dan pengembangan samsat lain sesuai 

kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.  

2. Persyaratan 

Merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. Saat ini 

layanan samsat keliling yang sudah hadir ditengah masyarakat demi 

untuk mempermudah proses pelayanan menerapkan persyaratan yang 

harus dibawa oleh masyarakat, yaitu : 

- Perpanjangan STNK dilakukan sebelum masa berlau habis 

- Mengisi formulir permohonan STNK 

- Melampirkan STNK lama yang akan diperpangan (asli) dan 2 

lembar Fc 

- Mempersiapkan KTP asli dan 2 lembar Fc 
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- Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing 

- Tidak mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 

tahun 

- Membawa BPKB asli beserta fc 

- Membawa surat kuasa disertakan bermatrai dan fc KTP penerima 

kuasa apabila dikuasakan. 

3. Sistem, mekanisme dan prosedur 

Merupakan tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan. Pada pelaksanaannya, progam samsat keliling 

alun-alun mempunyai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan oleh 

pihak kepolisian. Sesuai dengan penjelasan yang diukapkan oleh 

informan Sulistyawati selaku Pengelola Data Pelayanan Perpajakan KB 

Samsat Teratai sebagai berikut :  

 

“Samsat keliling sendiri merupakan layanan pelayanan 
dari samsat yang menyediakan layanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di luar kantor Samsat. Dalam setiap 

minggunya, Samsat Keliling menyediakan jadwal 

operasionalnya yang biasanya dilaksanakan di lokasi yang 

telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Untuk samsat 

keliling Alun – alun Jember sendiri beroperasi pada pagi 

dan malam hari. Untuk pagi harinya beroperasi pada hari 

jumat jam 08.00 – 11.00. Untuk malam harinya beroperasi 

mulai hari Senin sampai Jumat pada jam 19.00 – 20.30.” 

(Informan Sulistyawati : 26 Mei 2023). 

 

Kantor Samsat Kabupaten Jember telah menetapkan persyaratan 

administratif yang diperlukan ketika menggunakan suatu pelayanan 

sesuai dengan Standart Operasional Prosedur. Persyaratan pelayanan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan inovasi 

SAMSAT Keliling dilakukan penyederhanaan. Persyaratan tersebut 

ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Lalu Lintas 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi 

Jawa Tengah, dan Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Jawa Timur Nomor 

: SE/03/X/2011; Nomor : 973/7630/20011; Nomor : P/2/PERJ/2007 
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tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Unggulan SAMSAT dan 

Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor 

adalah sebagai berikut: 

1) Identitas diri/KTP 

2) Melampirkan STNK asli 

3) Membawa bukti pelunasan PKB tahun terakhir 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, persyaratan yang 

harus dipenuhi tidak berbelit-belit dan jelas hanya sebatas menyiapkan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta Kartu Tanda Penduduk. Kecuali 

pelanggan yang pembayaran pajaknya telah menunggak selama 5 tahun 

harus melakukan pembayaran di kantor pusat karena plat kendaraan 

mengalami pergantian. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi dan 

dilakukan, wajib pajak akan dipersilahkan menunggu antrian 

pemanggilan kembali untuk melakukan pembayaran di akhir pelayanan. 

Lalu ketika pemanggilan kembali, wajib pajak akan melakukan 

pembayaran pajaknya dengan nominal yang sesuai dengan pajak 

kendaraan bermotor si wajib pajak tersebut dan mereka akan diberikan 

bukti pembayaran pajak oleh si petugas berbentuk notis berwarna coklat 

sebagai pengganti STNK lama yang diserahkan sebelumnya. 

Dalam mengenalkan program kerjanya, samsat jember sendiri 

biasanya bergerak melalui jalan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk 

dari sosialisasinya pun bermacam macam, antara lain dengan sebar 

brosur di area padat di daerah jember seperti alun-alun kota, pasar, 

bahkan di komplek warga. Selain itu juga samsat keliling mempunyai 

media sosial untuk memaparkan program kerjanya terutama postingan 

jadwal samsat keliling setiap minggunya. Media sosial tersebut antara 

lain instagram, facebook, dan twitter. 

4. Jangka waktu penyelesaian 

Merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Untuk 
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mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak, mereka mengunakan 

durasi waktu ketika melakukan pelayanan dari awal pendaftaran sampai 

dengan pembayaran. Berikut adalah pernyataan dari salah satu petugas 

samsat keliling yaitu Bapak Lalu Budi Warman :  

“Target durasi waktu dalam memberikan pelayanan 

maksimal 10 menit per berkas dari per orang.” 

(Informan Lalu Budi Warman : 26 Mei 2023). 

 

Mobilitas Samsat keliling dapat menunjang peran pemerintah selain 

meningkatkan PAD dengan proses perijinan dengan standar yang cepat 

dan mengurangi praktek percaloan. Hal ini dikarenakan proses 

pengurusan pembayaran pajak sudah dengan mudah dijangkau oleh 

masyarakat.  

5. Biaya/tarif 

Merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. Menurut Undang-Undang No 1 (2022) besaran pokok PKB 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB 

dengan tarif PKB yang ditetapkan oleh Perda setempat. Adapun dasar 

pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari beberapa unsur pokok, yaitu: 

 

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditentukan berdasarkan 

harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor, 

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan 

Bermotor. 

Maka cara menghitung pajak motor adalah:  
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Tarif pokok PKB yang terutang = tarif pajak x (nilai jual kendaraan 

bermotor x bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat 

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat 

penggunaan kendaraan bermotor) 

6. Produk pelayanan 

Merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. Perbedaan pelayanan yang diberikan 

samsat keliling alun-alun dengan kantor bersama samsat adalah pada 

jumlah pelayanannya. Pada kantor bersama samsat, pelayanan yang 

diberikan ada 5 yaitu pengurusan kendaraan baru, pengesahan STNK 1 

Tahun, penelitian ulang STNK 5 tahun, mutasi masuk, dan mutasi 

keluar. Sedangkan samsat keliling alun-alun hanya melayani 

pembayaran pajak kendaraan bermotor per 1 tahun saja. Hal ini sesuai  

dengan pernyataan Maksudi (2018:225) yang menjelaskan bahwa 

Administrasi Publik merupakan sebagai bentuk hubungan pemerintah 

dengan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan respon atau daya 

tanggap dengan melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 

dengan menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan 

masyarakat dengan membentuk lembaga pemerintah yang efektif dan 

efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tanggap, tepat, 

mudah, transparan dan nyaman menjadi harapan dan tuntutan 

masyarakat yang harus dipenuhi oleh aktor pelayanan publik.  

7. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas 

Merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan 

bagi kelompok rentan. Untuk menciptakan pelayanan prima, dibutuhkan 

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bertujuan untuk 

kenyamanan, kemudahan bagi masyarakat. Penunjang keberlangsungan 

terdapat juga sarana dan prasarana alatnya menggunakan laptop dengan 

daya listrik lewat setrum dari aki mobil Samsat Keliling. Untuk para 

wajib pajak yang sedang menunggu antrian pemanggilan, para petugas 
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samsat keliling sudah menyiapkan beberapa kursi untuk duduk sembari 

menunggu pemanggilan. Namun ada salah satu informan yang 

merupakan wajib pajak memberikan saran terkait sarana dan prasana di 

samsat keliling sebagai berikut : 

 

“Disediakan minum untuk para wajib pajak yang 

sedang menunggu antrian.” (Informan Tri Hartati : 26 

Mei 2023). 

 

 Menurut Ibu Tri Hartati untuk meningkatkan pelayanan disana, para 

petugas sebaiknya menyediakan minum berupa air mineral gelas 

kemasan untuk para wajib pajak yang sedang menunggu antrian agar 

tidak merasa bosan. Dalam proses pelayanan kegiatan fasilitas 

merupakan faktor atau unsur yang sangat mendukung untuk berjalanya 

aktifitas pelayanan seperti halnya yang diungkapkan H.A.S Moenir 

(2002) Pelayan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi 

penggunan layanan agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa 

nyaman. Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya 

pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib 

dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi karena dari bentuk 

pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi 

yang memberikan pelayanan. Pelayanan pada hakikatnya adalah 

serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara 

rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi 

dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan 

dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi 

pelayanan.  

8. Kompetensi pelaksanaan 

Merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman. Untuk 
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menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, 

ramah, transparan, tertib dan aman pada samsat keliling alun-alun 

didukung sejumlah personil baik dari segi kwantitas maupun kwalitas. 

Untuk pemilihan personil petugas samsat keliling juga harus melewati 

proses seleksi. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petugas samsat 

keliling, 

“Penerimaan, dan penempatan untuk menjadi pegawai 
Samsat merupakan tanggung jawab dari pihak 

BAPENDA pusat di Surabaya. Ketika sudah dilakukan 

penempatan, maka yang mengarahkan penugasan para 

pegawai tersebut adalah kepala UPT di daerah setempat. 

Untuk pelatihan menjadi petugas samsat keliling sendiri 

lebih ke pemberian training kerja dari petugas yang 

sebelumnya pernah menjadi petugas layanan samsat 

kepada calon petugas yang ditugaskan di Samsat Keliling 

dan juga pengarahan dari pemimpin UPT di daerah 

penempatan calon petugas tersebut. Kriteria untuk 

menjadi petugas Samsat Keliling antara lain jujur, 

disiplin, mengerti IT, dan mengerti administrasi 

pelaporan.” (Informan Lalu Budi Warman: 26 Mei 2023). 

 

H.a.s Moenir (2002) juga menjelaskan unsur yang juga penting 

selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur personil juga 

memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas 

samsat keliling diisi oleh 1 orang yang bertugas 1 kasir dan 1 bagian 

administrasi. 

9. Pengawasan internal 

Merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan 

kerja atau atasan langsung pelaksana. KA UPTD Jember merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Kantor Bersama Samsat 

Jember dan sebagai penanggung jawab, baik internal maupun 

eksternal. Adapun tugas dan wewenang adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab atas rencana kerja, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek 
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b. Menetapkan dan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab 

setiap  pekerjaan sesuai jabatan yang ada 

c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan sesuai 

dengan jabatan dan tanggung jawab 

d. Meminta dan mengevaluasi hasil pekerjaan dari bawahan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

e. Melakukan dan membina komunikasi. 

 

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

Merupakan tata cara pelaksanaan pengamanan, pengaduan, dan 

tindak lanjut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terkait dengan 

penanganan pengaduan, saran dan masukkan bagi perbaikkan 

pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dari pihak Kantor Bersama 

Samsat Jember sudah menyediakan loket informasi untuk memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan dan 

keberatan jika ada hal yang dialami atau dirasakan oleh masyarakat 

wajib pajak yang mengecewakan dan tidak puas dengan proses 

pelayanan di Samsat Keliling Alun-alun Jember. Loket informasi 

tersebut juga dapat menampung saran dan masukkan terkait dengan 

perbaikkan pelayanan yang diharapkan oleh warga masyarakat wajib 

pajak. Juga tersedia kotak saran yang dapat digunakan masyarakat 

untuk menuliskan apa saja yang terkait dengan proses pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor. Dan selama ini pengaduan, saran dan masukkan 

dari masyarakat segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.  

 

11. Jumlah pelaksana  

  Merupakan tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban 

kerjanya. Untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, 

tepat, mudah, ramah, transparan, tertib dan aman pada kantor Teratai 

jember didukung sejumlah personil baik dari segi kwantitas maupun 

kwalitas. H.a.s Moenir (2002) juga menjelaskan Unsur yang juga 
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penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur personil juga 

memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. 

Pelayanan di samsat keliling alun-alun di isi oleh 1 orang yang 

bertugas 1 kasir dan 1 bagian administrasi. Petugas yang memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. 

 

12. Jaminan pelayanan 

Merupakan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 

dengan standar pelayanan. Dalam rangka menerapkan standart 

penyelenggaraan pelayanan publik untuk pelayanan yang prima, 

kantor bersama Samsat Teratai Jember berkomitmen dengan Visi, Misi 

dan Janji petugas sebagai berikut :  

Visi  : Terwujudnya pelayanan prima pada kantor  

   Bersama Samsat Teratai Jember 

Misi  :a. Meningkatkan kwalitas pelayanan melalui 

  partisipasi masyarakat  

b. Meningkatkan profesionalisme aparatur 

penyelenggara pelayanan  

  c. Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan 

yang sederhana, mudah dan transparan berbasis 

teknologi informasi  

d. Mewujudkan kepastian dan perlindungan 

hukum pemilik kendaraan bermotor 

e. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan 

Motto            : Pelayanan terbaik untuk anda 

Janji petugas : a. Memberikan kepastian waktu pelayanan dalam 

   proses pengesahan STNKB 1 tahun, penelitian 
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   ulang STNKB 5 tahun, ganti pemilik (baliknama) 

   dan penerbitan STNKB kendaraan baru  

  b. proses penerbitan STNKB dan TNKB secara 

   transparan dan akuntabel  

  c. menerapkan metode FIFO (First In First Out) 

   dengan sistem antrian sehingga tidak ada  

   diskriminasi. 

13.  Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

Merupakan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 

bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 

dan resiko keragu-raguan. Kemudian Sinambela, dkk (2011:6) 

mengungkapkan alasan pelayanan salah satunya adalah transparansi 

yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Lalu 

Budi Warman dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana pajak kendaraan yang sudah dibayarkan melalui 

layanan Samsat keliling sebagai berikut, 

 

“Untuk transparansi dan akuntabilitas ketika sudah 
melakukan proses pembayaran, masyarakat akan 

menerima notice pajak pada lembar warna coklat di 

STNK. Disitu sudah tertera jumlah pembayaran. Jadi 

masyarakat bisa mengecek nominal jumlah pembayaran 

maupun apa saja bentuk pembayaran pajak kendaraan 

bermotor pada notice pajak tersebut. Untuk pajak 

kendaraan bermotor yang sudah dibayarkan, para petugas 

pun langsung menyalurkannya pada pihak Bank Jatim 

selaku pengelola keuangan pajak tersebut.” (Informan 

Lalu Budi Warman: 26 Mei 2023). 

 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna 

jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas  pelayanan. 
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Maka dari itu, untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut kualitas 

pelayanan public yang profesional. 

 

14. Evaluasi kinerja pelaksana 

Merupakan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Samsat Jember merupakan 

sebuah lembaga pelayanan publik yang wajib melakukan evaluasi 

terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan 

perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan publik yang 

diberikan. Evaluasi dan perbaikan standar pelayanan tersebut dilakukan 

secara berkala dan transparan. Salah satu bentuk dari evaluasi tersebut 

yaitu samsat Jember selalu menetapkan target penerimaan Kas UPT 

PPD Jember per tahunnya seperti pada tabel 4.1. Untuk dapat mencapai 

target penerimaan yang sudah ditentukan, samsat Jember 

mengupayakan program kerja yang sudah diterapkan agar program 

tersebut dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat. Dalam 

upayanya, samsat keliling juga berusaha untuk memperkenalkan diri 

kepada masyarakat, seperti halnya yang dijelaskan oleh Sulistyawati, 

 

“Dalam mengenalkan program kerjanya, samsat jember 
sendiri biasanya bergerak melalui jalan sosialisasi kepada 

masyarakat. Bentuk dari sosialisasinya pun bermacam 

macam, antara lain dengan sebar brosur di area padat di 

daerah jember seperti alun-alun kota, pasar, bahkan di 

komplek warga. Selain itu juga samsat keliling mempunyai 

media sosial untuk memaparkan program kerjanya terutama 

postingan jadwal samsat keliling setiap minggunya. Media 

sosial tersebut antara lain instagram, facebook, dan twitter.” 

(Informan Sulistyawati : 26 Mei 2023). 

  

Berdasarkan apa yang disampaikan informan bahwasanya samsat 

keliling dikenalkan melalui jalan sosialisasi kepada berbagai 

prlatform media seperti Instagram, facebook dan twitter. Hal tersebut 

sesuai dengan prinsip administrasi yang tertuang pada Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur 

mengenai prinsip-prinsip administrasi yang harus dijalankan oleh 

lembaga pelayanan public yang membicarakan mengenai Prinsip 

keterbukaan menegaskan bahwa lembaga pelayanan publik harus 

memberikan akses informasi yang lengkap, jelas, dan mudah 

dipahami kepada masyarakat. Prinsip tersebut diimplementasikan 

melalui layanan tersedianya jadwal, persyaratan, biaya dan waktu 

progam samsat keliling.  

 

Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan pelayanan sebagai 

aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu 

berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pelayanan samsat keliling 

dapat diartikan sebagai upaya pemuasan pelanggan yang wajib dioptimalkan 

dengan baik. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan   

“Tugasnya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta memberikan kemudahan dan pilihan 

pelayanan wajib pajak. Diterapkanya samsat keliling di 

Alun-Alun kota jember karena Masyarakat banyak yang 

membutuhkan layanan unggulan karena animo masyarakat 

yang ingin membayar pajak sangat tinggi sehingga 

memudahkan masyarakat yang pada pagi sampai sorenya 

sedang bekerja bisa melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotornya di malam hari lewat layanan 

samsat keliling di alun-alun jember.” (Informan 
Sulistyawati : 26 Mei 2023)  

 

Berdasarkan pernyataan informan dimana sesuai dengan tugasnya 

pelayanan samsat keliling sebagai upaya untuk kepuasan pelanggan dimana 

dengan adanya samsat keliling masyarakat diberikan kemudahan dan 

mendapatkan opsi untuk membayar wajib pajak. Adanya animo masyarakat yang 

tinggi di Alun-alun kota Jember menjadi sebuah rancangan progam yang dirasa 

efektif untuk pelayanan yang akan diberikan. Alun-alun kota Jember merupakan 

destinasi wisata masyarakat Jember maupun dari luar Jember yang tidak pernah 
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sepi setiap harinya, bahkan di malam minggu dan minggu pagi merupakan puncak 

pengunjung yang datang. Masyarakat dapat dengan mudah membayar pajak di 

tempat yang terjangkau dengan waktu mulai pagi hinggga sore hari. Samsat 

keliling merupakan sebuah inisiasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Sesuai 

dengan Caiden dalam Mindarti (2016:4) yang mengungkapkan merupakan 

seluruh kegiatan adminsitrasi untuk segenap urusan publik.  

Membayar pajak kendaraan merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat 

yang memiliki kendaraan bermotor. Masyarakat semakin marak yang memilki 

kendaraan bermotor, data dari satlantas kendaraan bermotor di Kabupaten Jember 

sebanyak 770.000-unit. Kabupaten Jember yang dapat dikatakan wilayah padat 

penduduk perlunya pelayanan. Maksudi (2018:225) menjelaskan bahwa 

Administrasi Publik merupakan sebagai bentuk hubungan pemerintah dengan 

masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan respon atau daya tanggap dengan 

melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan 

barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan membentuk lembaga 

pemerintah yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, 

tanggap, tepat, mudah, transparan dan nyaman menjadi harapan dan tuntutan 

masyarakat yang harus dipenuhi oleh aktor pelayanan publik. Progam samsat 

keliling yang diterapkan di alun-alun kota jember merupakan hasil keputusan yang 

sudah dipertimbangkan dengan baik oleh samsat Jember.  
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

pelaksanaan layanan pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling alun-alun 

kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Samsat keliling alun-alun Kabupaten Jember merupakan layanan unit 

pembantu dari kantor bersama samsat teratai yang menggunakan metode 

jemput bola, dimana layanan ini menyediakan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor di luar kantor samsat dengan menggunakan mobil samsat keliling 

yang berlokasi di alun-alun Kabupaten Jember. 

b. Samsat keliling alun-alun Kabupaten Jember tergolong produktif dan 

fleksibel disebabkan jadwal dari samsat keliling alun-alun Kabupaten 

Jember yang padat perminggunya yaitu di hari jumat pagi beroperasi pukul 

08.00 sampai jam 11.00 dan pada malam harinya beroperasi mulai hari senin 

sampai jumat pada pukul 19.00 sampai 20.30. 

c. Pelayanan dari samsat keliling di alun-alun tergolong cepat dan efisien 

karena mereka mempunyai target waktu pelayanan per yaitu 10 menit per 

wajib pajak dan juga mereka hanya melayani pembayaran pajak kendaraan 

bermotor saja sehingga jarang terjadi antrian yang panjang. 

d. Pelayanan dari samsat keliling di alun-alun Kabupaten Jember memiliki 

nilai transparansi yang baik karena ini dibuktikan ketika kita sudah 

melakukan proses pembayaran, masyarakat akan menerima notice pajak 

pada lembar warna coklat di STNK. Disitu sudah tertera rincian jumlah 

pembayaran. Jadi masyarakat bisa mengecek nominal jumlah pembayaran 

maupun apa saja bentuk pembayaran pajak kendaraan bermotor pada notice 

pajak tersebut. Untuk pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayarkan, 

para petugas pun langsung menyalurkannya pada pihak Bank Jatim selaku 

pengelola keuangan pajak tersebut.    
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5.2  Saran   

Adapun saran yang peneliti berikan kepada pelaksana progam berdasarkan hasil 

penelitian adalah :  

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan akses sinyal jaringan 

agar tidak terkendala pada saat proses pelayanan berlangsung dengan cara 

memasang akses wifi mandiri pada setiap mobil samsat keliling.  

2. Pemasifan informasi kepada masyarakat melalui platform Instagram, 

Facebook, dan media sosial lainnya agar masyarakat selalu update terkait 

informasi dari samsat mengenai jadwal, titik lokasi penempatan, dan lain-

lain.    

3. Update transparansi penghasilan pelayanan, hal ini dikarenakan update 

pelayanan belum dituangkan pada website samsat Teratai jember. 

4. Menambahkan bentuk pelayanan lainnya seperti bea balik nama, cek 

mutasi, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan di samsat keliling, khususnya di 

alun-alun Jember hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor 

saja. 

5. Menyediakan fasilitas air mineral untuk para wajib pajak agar mereka lebih 

nyaman ketika menunggu antrian.    
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

GUIEDE INTERVIEW 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kepala Samsat 

Nama    : Sulistyawati 

Jabatan : PLT PDPP (Pengelola Data Pelayanan Perpajakan) 

KB Samsat Teratai) 

Lama Menjabat  : Sejak 16 Maret  2023 

Tanggal, Bulan Wawancara : 26 Mei 2023 

 

• Apa yang menjadi latar belakang atau alasan diadakannya program Samsat 

Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember? 

• Apa yang menjadi tujuan dari program Samsat Keliling di Alun-Alun 

Kabupaten Jember? 

• Bagaimana program Samsat Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember 

diimplementasikan? 

• Bagaimana program Samsat Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember 

diterima oleh masyarakat? 

• Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program Samsat 

Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember? 

• Bagaimana cara penyelesaian kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan 

program Samsat Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember? 

• Apa saja hasil dari implementasi program Samsat Keliling di Alun-Alun 

Kabupaten Jember? 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



74 

 

 

 

• Bagaimana dampak dari implementasi program Samsat Keliling di Alun-

Alun Kabupaten Jember terhadap masyarakat dan instansi terkait? 

• Apa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat terkait program 

Samsat Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember? 

• Bagaimana program Samsat Keliling di Alun-Alun Kabupaten Jember 

memberikan manfaat bagi Samsat Kabupaten Jember? 

 

 

 

Petugas Samsat Keliling 

Nama     : Lalu Budi Warman 

Jabatan : PTT PK (Pegawai Tidak Tetap dengan 

Perjanjian Kontrak) 

Lama Menjabat   : Mulai 2017 

Tanggal dan Bulan Wawancara : 26 Mei 2023 

 

• Bagaimana proses kerja layanan Samsat keliling di Alun-Alun Kabupaten 

Jember? Apakah ada perbedaan dalam proses kerja dibandingkan dengan 

layanan Samsat tetap? 

• Apa yang menjadi target dari layanan Samsat keliling di Alun-Alun 

Kabupaten Jember? Bagaimana proses pencapaian target tersebut? 

• Apa saja alat dan teknik yang digunakan dalam penyediaan layanan 

Samsat keliling? Apakah terdapat teknologi yang digunakan untuk 

mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan? 

• Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan 

dinas perhubungan, dalam penyediaan layanan Samsat keliling? Apa 

manfaat dari kerjasama tersebut? 
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• Bagaimana pengalaman petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pengguna layanan Samsat keliling? Apakah ada tantangan atau 

kendala yang dihadapi? 

• Bagaimana petugas menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana pajak kendaraan yang sudah dibayarkan melalui layanan 

Samsat keliling? 

• Apa yang menjadi kriteria seleksi dalam perekrutan petugas Samsat 

keliling? Bagaimana proses pelatihan dan pengembangan petugas? 

• Apa yang menjadi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan 

layanan Samsat keliling? Apa rencana ke depan untuk meningkatkan 

kualitas layanan tersebut? 

 

Masyarakat Setempat 

Nama     : Tri Hartati 

Domisili    : Jember 

Tanggal dan Bulan Wawancara : 26 Mei 2023 

 

• Apa alasan Anda memilih menggunakan layanan Samsat keliling di Alun-

Alun Kabupaten Jember? 

• Sudah berapa lama menggunakan layanan Samsat Keliling? 

• Apa keuntungan yang Anda rasakan dengan adanya layanan Samsat 

keliling? 

• Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan layanan Samsat 

keliling? Apakah ada kendala atau masalah yang Anda alami? 

• Bagaimana pendapat Anda mengenai kecepatan dan kemudahan dalam 

melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui layanan Samsat keliling? 
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• Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas 

Samsat keliling? Apa yang bisa ditingkatkan dari pelayanan tersebut? 

• Bagaimana pendapat Anda mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana pajak kendaraan yang sudah Anda bayarkan melalui 

layanan Samsat keliling? 

• Apakah Anda akan merekomendasikan layanan Samsat keliling kepada 

orang lain? Mengapa? 

• Apa yang bisa menjadi saran atau masukan dari Anda untuk meningkatkan 

kualitas layanan Samsat keliling di masa depan? 
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Lampiran 2 Surat Izin Peneitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M) Universitas Jember 
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Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian dari UPT Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Jember 
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Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 5 Perpres no 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi 

manunggal satu atap kendaraan bermotor 
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